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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang M asalah

Era reformasi saat ini telah banyak perubahan dddarbagai bidang
pembangunan dan pemerintahan. Perubahan dalam ip&ian adalah mulai
diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalamN#22/1999 mengenai
pemerintahan daerah dan UU.No0.25 /1999 mengenianipgngan keuangan antar
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artiny@epatah dan masyarakat di
daerah berwenang dan berhak mengurus rumah targggsendiri secara
bertanggung jawab. Otonomi daerah juga berartifipatan membangun struktur
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daeeafiyangun sistem dan pola
karier politik dan administrasi yang kompetitif, rtse mengembangkan sistem
manajemen pemerintahan yang efektif (Syaukani 20@Q:

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonook uméngatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menuakargsa masing-masing
daerah serta berdasarkan aspirasi dari masyarddktini dikarenakan daerah
akan diberi peran yang lebih besar melalui penysralsemua urusan
pemerintahan serta sumber-sumber keuangannya, lkd@vaenangan dalam
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradiaehijakan moneter dan fiskal,
agama dan perencanaan sosial. Kurang Stabilnyanganapusat akibat krisis
ekonomi, mengakibatkan daerah diberikan wewenartgkumencari sumber-

sumber pendapatan dan mengurus kebutuhan sendirib&fpan pemerintahan



pusat menjadi berkurang (Izza, 2001:110).

Menurut Kamaluddin (1987:46), maksud dan tujuan oi@momi daerah

dan desentralisasi daerah adalah:

1.

Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur talegéang masalah-
masalah di daerah, selain itu memberi peluang urtokrdinasi
pelaksanaan pada tingkat lokal tersebut.

Meningkatkan sinergisitas serta dukungan dari pasdam kebutuhan
usaha pembangunan daerah.

Penyusunan program-program pembangunan untuk fgarbaidan
penyempurnaan sosial ekonomi pada tingkat lokah akenjadi realistis.
Melatih dan mengajar masyarakat yang ada di daeralk bisa mengatur
rumah tangganya masing-masing.

Terciptanya pembinaan dan pengembangan daerah datayka kesatuan

nasional.

Memasuki era otonomi daerah, permasalahan damgara yang dihadapi

pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan rakonmenjadi makin

banyak dan berkembang. Hubungan ekonomi antar oregienjadi semakin

bervariasi dan bertambah intensitasnya. Demikiga juubungan dan keterkaitan

antar sektor ekonomi sudah semakin komplek sehintidak tepat lagi

pembangunan ekonomi dengan berdasarkan pada etwatekal ini karena

kemajuan suatu sektor tidak mungkin tercapai tadpkungan sektor-sektor

lainnya. Dengan kata lain terdapat kaitan mataaraanhtar sektor yang satu

dengan sektor lainnya. Mencermati tantangan damasalahan pembangunan



ekonomi yang terjadi saat ini diperlukan suatu pgkat evaluasi yang bersifat
lintas sektoral, menyeluruh dan konsisten. Salah sestrumen tersebut adalah
tabel input-output (Tabel I-O, 2010).

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya sadardijfakukan oleh
pemerintah daerah bersama masyarakat dalam rangkengkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan secara merata bagi segenamlamsgarakat. Oleh karenanya
keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tigakya h merupakan
tanggungjawab pemerintah daerah saja, melainkaragaebtanggungjawab
bersama seluruh komponen masyarakat di daerah pangangkutan. Agar
pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasarandiy@gigkan bersama,
proses pembangunan harus terencana dan terprogcana snapan.

Sebagai daerah otonom, sesuai Undang-undang Nd&ofahun 1999,
Pemerintah Propinsi Maluku Utara beserta Pemerifitabrah Kabupaten dan
Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan masadapentingan daerah
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasiisgsngan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangkagsnbangunan daerah,
Pemerintah Daerah telah menerapkan konsepsi rencahek perencanaan
pembangunan daerah yang memuat dasar filosofj, misi, arah kebijakan bagi
pelaksanaan pembangunan sebagai pedoman bagi gregyelaan pemerintahan
dan pengelolaan pembangunan di daerah. Pola Peor@mngvilayah Maluku
Utara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Dadétaipinsi Maluku Utara
dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, yaituPg€gembangan Wilayah

Terpadu, (2) Pengembangan Kawasan Sentra Produksil#n, (3) Kecamatan



Sebagai Pusat Pertumbuhan, (4) Pengembangan KaStasaegis, (5) Kawasan
Tertinggal, (6) Pengembangan Sistem Kota-kota, (@@nPenataan Ruang dan
Pertanahan.

Setelah pemekaran wilayah kabupaten di Propinsulamenjadi propinsi
otonom dan hanya berselang waktu = 2 bulan wilagaklilanda konflik yang
mengakibatkan tatanan ekonomi dan sosial kemas@rakmaupun prasarana
dan sarana yang telah dibangun sebelumnya meng@tuh Namun selama
periode 1999-2001 perekonomian Maluku Utara mukainizali menunjukkan
perkembangan, seperti ditunjukkan dalam PDRB menlbanga berlaku yang
mengalami peningkatan sebesar 3,51% pertahun detimggkat pertumbuhan
1,2% pertahun.

Pembangunan daerah dalam bidang ekonomi dilakaandklam rangka
mendukung pelaksanaan salah satu prioritas pembanguwlaerah, vyaitu
mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landggembangunan
ekonomi berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomnakigatan. Penetapan
prioritas dimaksud dilandasi masalah dan tantangarg dihadapi serta arahan
kebijakan Pola Dasar 2005-2010 dalam pembangunanoek, baik jangka
pendek maupun jangka menengah.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pgertengahan tahun 1997,
serta timbulnya konflik horizontal di daerah inhten 1999 telah menyebabkan
pertumbuhan perekonomian wilayah yang relatif kdeihgan laju inflasi yang
meningkat pesat sehingga berdampak kepada semetitnya taraf hidup rakyat

serta meningkatnya jumlah pengangguran.



Kebijakan pembangunan ekonomi Propinsi Maluku Utaiarahkan pada
terciptanya kondisi untuk tumbuh dan berkembangistem perekonomian yang
memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomirasgmaporsional yang
terkait secara fungsional, sehingga membentuk kekuekonomi yang sinergis
dengan mengintegrasikan beberapa kebijakan regi@masektoral.

Dalam upaya penataan perekonomian, pemerintahaldaer juga telah
berupaya meningkatkan peran usaha kecil dalam peguoban ekonomi agar
dapat bersinergi dengan pelaku ekonomi lainnyaarantain melalui upaya
relokasi dan pemerataan secara seimbang aset-agdukgl dan melalui
peningkatan keterkaitan dan kemitraan yang saliegguntungkan antara usaha
kecil dan usaha besar.

Peranan lembaga pemerintah dalam upaya pengemmbarsgda kecil di
Propinsi Maluku Utara, lebih dititik-beratkan kepadipaya meningkatkan
kemampuan pengusaha kecil, baik internal mauputerkd. Pembinaan secara
internal diarahkan kepada kemampuan pengusaha dadgrgelola usaha melalui
kegiatan pelatihan manajerial, wirausaha dan teigioproduksi, sementara
pembinaan eksternal lebih diarahkan kepada upaymbolea jalan kepada
pengusaha kecil dalam memasarkan produknya ba#, loksional atau bahkan
ekspor. Adapun sektor unggulan di wilayah ini adalperikanan laut,
pertambangan batu mulia dan wisata bahari (Bantrlesia, 2007)

Tinjauan makro ekonomi Propinsi Maluku Utara paddoun 2010
didominasi oleh sektor perdagangan (32,73%), kelapa5%) industri furniture

(11,44%), jasa pemerintahan umum (8,02%), tabamgaa7,03%), perikanan



lainnya (6,33%), kehutanan (5,09%), cengkeh (4,644munikasi (4,54%), dan
pertambangan nikel (4,32%) diikuti sektor lainybesar (33,79%). (BPS, Maluku
Utara 2010

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunanagaahd khususnya
pembangunan ekonomi di Propinsi Maluku Utara damkudapat memanfaatkan
sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka gmguban daerah dapat
disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaaorak dimaksudkan untuk
pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikagadekeadaan dan potensi
masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunagipgin dicapai.

Dengan menggunakan tabel Input-Output (I-O) Propitsluku Utara
tahun 2010 akan dijabarkan sektor-sektor yang mdergaktor unggulan di
Propinsi Maluku Utara. Selanjutnya diharapkan dajjaékai sebagai informasi
yang komprehensif agar tepat guna dan tepat sabagaperekonomian Propinsi

Maluku Utara.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makakpgmermasalahan
dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan dalstmuktur
perekonomian Propinsi Maluku Utara berdasarkan |téyeut Output
Propinsi Maluku Utara tahun 2010.

2. Seberapa besar keterkaitan antar sektor kegiataonogk dalam
perekonomian Propinsi Maluku Utara berdasarkan |téyeut Output

Propinsi Maluku Utara tahun 2010.



1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitan

a.

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitgam
menganalisis dan membandingkan sektor unggulan mdala
perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 2010 ysdtiiagai berikut:
Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan dalam perekian
Propinsi Maluku Utara guna menentukan kebijaksangang
harus dijalankan.

Untuk menghitung tingkat keterkaitan antara berbagsektor

kegiatan ekonomi guna memperoleh gambaran mengenai
kontribusi suatu sektor terhadap perekonomian adasmeluruhan.
Menganalisis sektor-sektor unggulan di Propinsi Mal Utara

berdasarkan tabel input-output Propinsi Maluku &tahun 2010.

1.3.2 Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam peneliiiain

adalah sebagai berikut:

a. Sebagai masukan dan bahan perbandingan bagi pembuat

kebijaksanaan dalam menyusun strategi pembangunapins
Maluku Utara.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan daga fienelitian
selanjutnya.

c. Penelitian ini merupakan salah satu proses apldasiteori-teori

ekonomi yang telah diterima penulis selama studi.
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M etodologi Penelitian
Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adaata sekunder
yaitu tabel input output perekonomian Propinsi MalWtara tahun 2010.
Tabel input output disajikan dalam bentuk matriesgy diklasifikasikan
menjadi 40 sektor perekonomian. Data tabel inpapuwuperekonomian
Propinsi Maluku Utara tahun 2010 diperoleh dari @adPusat Statistik
Propinsi Maluku Utara dan dari instansi terkaibfgjia.
Metode Dan Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitia adalah
model input-output. Model input-output pertama kdikembangkan oleh
Wassily Leontief pada tahun 1930-an. ldenya sasgderhana namun
mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampalamd melihat
hubungan antar sektor dalam perekonomian (Naz8#4,:48). Komponen
yang paling penting dalam analisis input outputla@danverse matriks
tabel input output, yang sering disebut sebagaerse Leontif (Miller,
1985:15). Matriks ini mengandung informasi penttegtang bagaimana
kenaikan produksi dari suatu sektor (industri) akarenyebabkan
berkembangnya sektor-sektor lainnya. Matriks kébali leontif
merangkum seluruh dampak dari perubahan produkaiussektor
terhadap total produksi sektor-sektor lainya keamhakoefisien-koefisien

yang disebut sebaganultiplier (aij). Multiplier ini adalah angka-angka

-1
yang terlihat di dalam matriks (1-A) Adapun analisis yang akan dihitung



dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Indeks Keterkaitan ke depan
Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektduk
mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor l@ngymemakai
input dari sektor ini. Total keterkaitan ke depasefiut juga sebagai
indeks derajat kepekaadefree of sensitivity) yang digunakan untuk
mengukur kaitan ke depan, menurut Wassily Leod®a0.
b. Indeks keterkaitan ke belakang
Konsep ini diartikan sebagai kemampuan suatu sektduk
meningkatkan pertumbuhan industri hulunya. Indekal tketerkaitan
ke belakang disebut juga sebagai indeks daya pargrelpower of
dispersion) yang digunakan untuk mengukur kaitan ke belakang,
menurut Wassily Leontief, 1930.
c. Analisis Sektor Kunci
Dari analisis I-O dapat dilihat sektor-sektor kugang memiliki
backward linkages (keterkaitan ke belakang) atau disebut juga derajat
kepekaan yang tinggi ddarward linkages (keterkaitan ke depan) atau
daya sebar yang tinggi. Sektor yang mempunyai dsg@yebaran
tinggi menunjukan sektor tersebut mempunyai dayeordp yang
cukup kuat dibandingkan sektor lainya. Sedangkaktoseyang
mempunyai derajat kepekaan yang tinggi menunjukamva sektor
tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi teqhasektor lain.

Sektor kunci didefinisikan sebagai sektor yang ngang peranan
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penting dalam menggerakkan roda perekonomian d&ntdkan
berdasarkan indeks total keterkaitan ke belakangkdadepan. Sektor
kunci adalah sektor yang memiliki indeks total kiedgtan ke belakang

dan ke depan lebih besar dari satu (Nazara, 1997).
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1.5 Sistematika Penulisan

Bab |

Bab |1

Bab |11

Bab IV

Bab V

Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masadahumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitiagtodologi
penelitian serta sistematika Penulisan

Landasan Teori

Berisisi tentang peran dan fungsi sektor unggulatard

perekonomian dan Tabel Input Output perekonomiapiRsi

Maluku Utara serta teori-teori yang relevan denganelitian
yang dilakukan, tinjauan terhadap penelitian-pé&aeliterkait
yang pernah dilakukan sebelumnya.

M etodologi Penelitian

Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian, tekmikalisis data,
jenis dan sumber data.

Analisis Data Dan Pembahasan

Menguraikan tentang diskripsi data tabel Input Qupropinsi
Maluku Utara tahun 2010, Pembahasan dan hasilsenging
meliputi hubungan keterkaitan kedepan, keterkditrelakang,
analisis sektor kunci dan intrepretasi ekonomi.

Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran



